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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan
perpajakan, dan akuntabilitas masyarakat pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak kendaraan bermotor Penelitian dilakukan di Kantor SAMSAT Kota Magelang
Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan metode pengambilan sampel
probability sampling Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuisioner dan observasi
Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda Berdasarkan hasil analisis
maka dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi
perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap dalam membayar
pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Kota Magelang.





The purpose of this study is for know the influence of taxpayer awareness,knowledge taxes,  and  
accountability public services against taxpayer compliance in paying taxes motor vehicle. The 
research was conducted at the Office SAMSAT Magelang City. The number of samples in this research is as many as 100 respondents with method sampling metode probability sampling. Data collection is done through interviews, questionnaire and observation. Technical analysis of of
data who worn in the researching this is multiple linear regression. Based on the results of
analysis then it can be known
that the taxpayer awareness, knowledge of taxes, sanctions taxation and accountability of public
services effect on positiveto in paying taxes motor vehicle Office SAMSAT Magelang City.







Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis-jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak, salah satunya pajak yang sangat besar pengaruhnya terhadap pemasukan kas daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor.
Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi tercapainya target pajak yang diinginkan (Doran, 2009). Kepatuhan yang meningkat akan mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gerald, 2009). Ocheni (2015)menyatakan kepatuhan wajib pajak dengan kesediaan membayar pajak sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Chau (2009) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu daerah diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di daerah tersebut. Torgler (2005) menyatakan bahwa, salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Motivator utama dari kepatuhan wajib pajak adalah sanksi/denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak (Witte dan Woodbury, 1985). 
Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara insentif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak daerah (Nazmel, 2010). Faktor pemahaman sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar tentang perpajakan (Noormala, 2008). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). 
Wajib pajak akan siap menerima sistem baru apapun yang diperkenalkan, seperti sistem self-assessment, jika mereka mempunyai pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu (Kasipillai,2013). Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak (Niemirowski et al., 2003). Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Muslim, 2007) dalam Syahril (2013). Instansi yang menangani pembiayaan pajak kendaraan bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerjasama tiga instansi terkait yaitu Dispenda Provinsi Bali, Kepolisian RI, dan Asuransi Jasa Raharja. Pada tiap Kantor SAMSAT diwakili oleh perwakilan yang disebut UPT.

TINJAUAN PUSTAKA
(Berisi tentang Grand Theory, jika tidak ada maka masukkan teori yang terkait dengan variabel yang digunakan saja)

HIPOTESIS
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak
Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Arum, 2012). Diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena mereka mnganggap pajak itu memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan,kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat, dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga.Menurut penelitian Arum (2012) dan Ketut (2013) menunjukkan bahwa pengetahuan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajakPengaruh 
        pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
pajak kendaraan bermotor adalah official assesment yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar  (pajak terutang) oleh seseorang. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan akan membuat wajib Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan wajib pajak terhadap system pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia khususnya pajak daerah 
tentang pembayaran pajak tahu waktu pembayaran, lokasi  pembayaran. Pengetahuan pajak juga meliputi pengetahuan tentang sistem perpajakan seperti contohnya alat dan cara pembayaran yang akan membuat wajib pajak dapat mengefisienkan waktunya tanpa perlu terganggu dengan kewajiban pembayaran.
Menurut hasil penelitian Evi Budiartha (2013) menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa sangat penting bagi pemerintah memberikan pengetahuan yang cukup tentang perpajakan melalui saluran komunikasi yang ada seperti sosialisasi maupun memanfaatkan media sosial yang saat ini jauh lebih mudah diakses oleh masyarakat.Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan wajib pajak terhadap system pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku.
H₂ : menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
Akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak
Akuntabilitas Pelayanan PublikAkuntabilitas  Pelayanan  Publik  adalah kemampuan dalam   melayani   wajib   pajak   untuk   memenuhi   segala   kebutuhannya   secara transparan  dan  terbuka. Sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan penyelenggaraaan  pelayanan  publik  harus  dapat  dipertanggung  jawabkan baik kepada    publik    maupun    kepada    atasan/pimpinan    unit    pelayanan    instansi pemerintah





















Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono,2016). Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun tidak. Data sekunder dalam penelitian ini berupa penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, dan mengakses website.
Teknik Pengumpulan Data
Ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai
berikut.
1)	Data primer dikumpulkan dengan metode survey menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan akan diajukan oleh peneliti dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden, digunakan skala likert atau biasa dikenal dengan summated ratings yang pada umumnya menggunakan lima angka penilaian (Indriantoro dan Supomo, 2013:104) yaitu:
a.	Kategori Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
b.	kategori Setuju diberi (S) skor 4
c.	Kategori Netral (N) diberi skor 3 
d.	Kategori Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
e.	Kategori Sangat Tidak setuju (STS) diberi skor 1
2)	Data sekunder (Hamdi dan Bahruddin, 2014) yaitu data yang diperoleh dari lembaga yang berpengaruh dengan penelitian, buku pustaka, dan sebagainya seperti berikut. 
a.	 Studi Kepustakaan (Library Study) Penulis berusaha mengumpulkan informasi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu dengan membaca literatur atau buku yang ada di perpustakaan. 
b.	Pengambilan data dari luar tempat penelitian secara langsung seperti pengambilan data dari lembaga sekitar tempat penelitian. 





Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel
Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Kesadaran pajak akan timbul ketika wajib pajak menyadari akan pentingnya membayar pajak dan mengetahui manfaat yang akan didapatkan 
ketika membayarkan pajaknya (Indrawan, 2014). Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aswati dkk (2018), dengan indikator: 1) dorongan diri sendiri, 2) kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan Negara, 3) kesadaran adanya kewajiban dalam membayar pajak. Diukur menggunakan skala likert 4 poin, yaitu poin 1= sangat tidak setuju sampai dengan poin 4= sangat setuju.dan menggunakan 5 peryataan.
Pengetahuan Wajib Pajak
Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan seorang wajib pajak yangmengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Nurlaela, 2013). Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aswati dkk (2018),  dengan indikator yaitu : 1) pengetahuan mengenai ketentuan yang berlaku, 2) wajib pajak menegetahui jatuh tempo pembayaran, 3) wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak. Diukur dengan menggunakan skala likert 4 poin, yaitu poin 1= sangat tidak setuju sampai dengan poin 4= sangat setuju dan menggunakan 5 peryataan.

Akuntabilitas Pelayanan Publik
Pelayanan publik dapat diartikan pelayanan yang ditunjukkan pada orang banyak (masyarakat publik). Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu public service function (fungsi pelayanan  masyarakat), development function (fungsi pembangunan), dan  protection function (fungsi perlindungan). Akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan tugas- tugas pada publik (Susilawati, 2013). Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aswati dkk (2018), dengan indikator yaitu : 1) fasilitas, 2) daya tanggap, 3) pelayanan. Diukur dengan menggunakan skala likert 4 poin, yaitu poin 1= sangat tidak setuju sampai dengan poin 4= sangat setuju dan menggunakan 6 peryataan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Hasil pengujian regresi linier berganda ditunjukkan pada tabel 4.8 sebagai berikut:
Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Variabel 	Koefisien Regresi 	Beta 	t 	Sig 	Keterangan
Konstanta 	7,884 		2,808 	0,006	
SOP 	-0,071 	-0,59 	-0,564 	0,574 	Tidak Signifikan
KSW 	0,811 	0,622 	6,493 	0,000 	Signifikan
KPF 	0,144 	0,125 	1,173 	0,245 	Tidak Signifikan
SAP 	0,216 	0,165 	1,473 	0,145 	Tidak Signifikan

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: KWP = 7,884+ -0,071 SOP + 0,811 KSW+ 0,144 KPF+ 0,216 SAP + e 53 
Konstanta sebesar 7,884 menjelaskan bahwa nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (KWP) sebesar 7,884 satuan dengan asumsi jika tidak ada nilai variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP), Kesadaran Wajib Pajak (KSW), Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), dan Sanksi Perpajakan (SAP). 
Nilai koefisien regresi untuk variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar – 0,071, bertanda negatif dapat diartikan bahwa antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berbanding terbalik, bila sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun sebesar 0,071. 
Nilai koefisien regresi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,811, bertanda positif dapat diartikan bahwa antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berbanding lurus, bila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan satu kesatuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor naik sebesar 0,811. 
Nilai koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pelayanan Fiskus sebesar 0,144, bertanda positif dapat diartikan bahwa antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berbanding lurus, bila kualitas pelayanan fiskus mengalami kenaikan satu kesatuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor naik sebesar 0,144.
Nilai koefisien regresi untuk variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,216, bertanda positif dapat diartikan bahwa antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berbanding lurus, bila sanksi perpajakan mengalami kenaikan satu kesatuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor naik sebesar 0,216.

Analisis Koefisien Determinasi
Berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi 
Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Pada tabel hasil uji koefisien determinasi, nilai Adjusted R Square sebesar 0,581, dapat diartikan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP), Kesadaran Wajib Pajak (KSW), Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), dan Sanksi Perpajakan (SAP) dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB sebesar 58,1%, sisanya sebesar 41,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Hasil Pengujian Hipotesis 
Hasil pengujian Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Hasil Uji F

Dalam tabel hasil uji F dijelaskan bahwa nilai sig 0,000 < 0,05 maka hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP), Kesadaran Wajib Pajak (KSW), Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), dan Sanksi Perpajakan (SAP) secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB (KWP).

Uji statistik T
Hasil pengujian Uji T dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Hasil Uji T

1) Variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP) Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -0,564 dengan nilai koefisien regresi – 0,071 dan nilai sig variabel sosialisasi perpajakan 0,574 > alpha 0,05 maka hipotesis pertama (H1) ditolak. Dapat diartikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB.
2) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSW) Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 6,493 dengan koefisien regresi bernilai positif 0,811 dan nilai sig variabel kesadaran wajib pajak 0,000 < alpha 0,05 maka hipotesis kedua (H2) diterima. Dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, begitu pula sebaliknya. 
3) Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,173 dengan koefisien regresi bernilai positif 0,144 dan nilai sig variabel kualitas pelayanan fiskus 0,245 > alpha 0,05 maka hipotesis ketiga (H3) ditolak. Dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. 

PEMBAHASAN
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB dengan nilai sig 0,000 < alpha 0,05. Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di MAGELANG masih rendah sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Dharma dan Suardana (2014) dan Ilhamsyah et al (2016) dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di Kota Denpasar. Variabel sosialisasi perpajakan dengan nilai signifikansi 0,574 > alpha 0,05 sehingga sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Penelitian dari Sundah dan Toly (2014) dan Winerungan (2013) juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Variabel kualitas pelayanan fiskus dengan nilai signifikansi 0,245 > alpha 0,05 sehingga kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Hal ini juga didukung penelitian dari Novitasari (2015) dan Winerungan (2013) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. 
Variabel sanksi perpajakan dengan nilai signifikansi 0,145 > alpha 0,05 sehingga sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Patmasari et al (2016) dan Samudra (2014) dimana sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Pada uji statistik deskriptif dijelaskan bahwa rata-rata jawaban responden menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di MAGELANG masih rendah. Dari rata-rata jawaban responden juga diperoleh data bahwa kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan fiskus masih rendah namun untuk sosialisasi perpajakan serta sanksi perpajakan sudah cukup tinggi. 
Dari hasil pengujian hipotesis serta uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa penyebab utama ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di MAGELANG diduga disebabkan oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Apabila kesadaran wajib pajak masih rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di MAGELANG juga akan rendah begitu pula sebaliknya. 
Pada dasarnya, kegiatan sosialisasi perpajakan serta sanksi perpajakan di MAGELANG sudah cukup tinggi, namun apabila keadaan ekonomi wajib pajak rendah atau terdapat faktor lainnya yang tidak mendukung maka tidak akan ada kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor meskipun telah dilakukan sosialisasi maupun diberikan sanksi perpajakan secara tinggi. 
Mengingat kualitas pelayanan fiskus masih rendah, diharapkan fiskus lebih mampu memperbaiki kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang akan berakibat pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan dugaan bahwa apabila tidak didasari atas kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak kendaraan bermotor, maka kepatuhan wajib pajak tidak akan meningkat. 
Dapat disimpulkan bahwa diduga faktor sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, serta sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tanpa didasari atas kesadaran pribadi wajib pajak untuk secara sukarela membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di MAGELANG perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat.

KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang sedang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat yang ada di MAGELANG, berdasarkan teknik accidental sampling sejumlah 75 Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan:
 1. Hasil pengujian hipotesis 1 menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan (SOP) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB (KWP). 
2. Hasil pengujian hipotesis 2 menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (KSW) secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB (KWP). 
3. Hasil pengujian hipotesis 3 menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB (KWP).

Saran 
Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Mengingat masih rendahnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di MAGELANG, wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pribadi untuk membayar PKB maupun BBN-KB karena pajak juga untuk kemakmuran masyarakat. 
2. Fiskus dapat melibatkan peran pendidik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan pengetahuan perpajakan kepada siswa sehingga diharapkan kesadaran membayar pajak tumbuh sejak dini. 
3. Fiskus meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan cara memberikan penghargaan bagi masyarakat yang telah taat pajak sehingga memberikan motivasi bagi wajib pajak yang telah taat pajak.
 4. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan cara meningkatkan citra pemerintah dengan terbuka terhadap penggunaan uang pajak sehingga wajib pajak memiliki kepercayaan kepada pemerintah.
 5. Pada penelitian selanjutnya, dapat mengubah model penelitian dengan menjadikan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.
6. Bagi penelitian selajutnya, alangkah baiknya untuk menambahkan variabel independen lainnya seperti variabel tarif pajak, pendapatan wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan lain sebagainya agar penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat lebih berkembang. 
7. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian dengan cara menambahkan obyek penelitian tidak hanya kantor Samsat pusat tetapi juga Samsat corner, Samsat pembantu atau Samsat keliling.
Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dari penelitian ini antara lain: 
1. Penelitian ini dilakukan hanya di kantor Samsat pusat di masing-masing kabupaten yang ada di Magelang sedangkan untuk Samsat pembantu, Samsat corner, maupun Samsat keliling tidak dijadikan obyek penelitian.
 2. Karena keterbatasan perizinan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) MAGELANG, kuisioner penelitian dapat dibagikan kepada responden secara langsung hanya pada Samsat Kota Magelang sedangkan pembagian kuisioner untuk 4 Samsat di 4 kabupaten di MAGELANG harus melalui DPPKA MAGELANG sehingga peneliti tidak bisa membagikan serta mengawasi secara langsung pengisian kuisioner oleh responden.
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